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TENTANG 
 

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) 
DINAS KESEHATAN 

PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 
 

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT,  

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 
2020, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana 
Kerja  (Renja) ; 
 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Barat.  

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara RI Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4286); 

  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

  
3. 

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);  

  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005�±2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian 
Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

  
5. 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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